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TENTANG 
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JASA KEUANGAN  SYARIAH  
 
 

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

 
Menimbang : a. bahwa praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah 

tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian 
penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya 
kalangan usaha kecil dan mikro; 

   
  b. bahwa pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif 

untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola 
syariah, khususnya yang telah dan akan dikelola melalui 
koperasi, sehingga mampu memberikan manfaat dan kepastian 
hukum bagi masyarakat; 

   
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

hurup a, b, dan c, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah. 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3502); 

   
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan 
Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3540); 
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 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang 
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3549); 

   
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara; 

   
  5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia  Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia; 

   
  6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 
104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan 
Anggaran Dasar Koperasi. 

   
 

MEMUTUSKAN 
   

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL 
DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
KEGIATAN USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

 
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang 

kegiatan usahanya  bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai 
pola bagi hasil (syariah). 

 
3. Unit Jasa Keuangan Syariah  selanjutnya disebut UJKS,  adalah unit koperasi yang 

bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi 
hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. 

 
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi 

lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan 
simpanan  berjangka. 
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5. Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi 
dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh 
KJKS dan UJKS   untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan 
penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa 
dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai 
kebijakan dan  kemampuan Koperasi. 

 
6. Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi 

dengan akad  Mudharabah Al Muthalaqah  yang diperlakukan sebagai investasi 
anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada 
anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya 
secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas 
penyimpanan dananya sesuai nisbah ( proporsi bagi-hasil ) yang disepakati pada 
saat pembukaan rekening tabungan. 

 
7. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan 

akad mudharabah Al Muthalaqah  yang penyetorannya dilakukan sekali dan 
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara 
penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan 

 
8. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama 

permodalan  antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau 
anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok 
pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan 
pembayaran sejumlah  bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang 
dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. 

 
9. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha  dimana 

Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada 
anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai  
pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha  sesuai akad dengan 
pembagian keuntungan  dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan 
apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian 
penerima pembiayaan. 

 
10. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara 

koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha 
tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama  dalam suatu 
kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang 
kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. 

  
11. Piutang Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan 

menyatakan harga perolehan  dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak 
penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan 
atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota 
untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan 
pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai 
akad. 
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12. Piutang Salam adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli 
barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran 
dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan 
ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.  

 
13. Piutang Istisna adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang  dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 
disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang  cara pembayarannya  dapat 
dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. 

 
14. Piutang Ijarah adalah tagihan akad sewa-menyewa  antara muajir (Lessor / 

Penyewa) dengan Musta’jir (Lessee / yang menyewakan) atas Ma’jur (Objek sewa) 
untuk mendapatkan imbalan  atas barang  yang disewakannya. 

 
15. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa-beli suatu barang antara lessor 

dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik  objek sewa dari Lessee / 
yang menyewakan  kepada Lessor / Penyewa. 

 
16. Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial  

dimana sipeminjam  mempunyai kewajiban untuk membayar  pokok dana yang 
dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa  imbalan atau bagi hasil dalam 
waktu tertentu sesuai kesepakatan.  

 
17. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana 

(Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang 
dikerjasamakan. 

 
18. Marjin adalah keuntungan yang diperoleh Koperasi  atas  hasil transaksi penjualan 

dengan pihak pembelinya. 
 
19. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang 

bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama 
yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas 
syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan 
atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan  Dewan Syariah Nasional.  

 
20. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman operasional yang 

menyangkut peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja dan atau sistem prosedur 
kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. 

 
21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan 

pengembangan koperasi.  
 
22. Pejabat adalah aparatur pemerintah yang ditetapkan Menteri dan berwenang 

mengesahkan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran 
koperasi di pusat, propinsi/DI, dan kabupaten/kota. 
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BAB II 
T U J U A N  

 
Pasal 2 

 
Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah : 
 
a. meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha 

mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah; 
 
b. mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan 

menengah khususnya dan  ekonomi Indonesia pada umumnya; 
 
c. meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 
 

 
BAB III 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDIRIAN  
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN  SYARIAH  

 
Bagian Pertama  

Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
 

Pasal 3 
 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah  Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua 

puluh) orang yang memenuhi persyaratan untuk mejadi anggota koperasi dan orang-
orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan 
ekonomi yang sama. 

 
(2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 

(tiga) koperasi yang sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan 
kelayakan usaha serta manfaat pelayanan kepada anggotanya. 

 
(3) Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tingkat Primer dan Sekunder, 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 
1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 

 
Pasal 4 

 
Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
wajib melampirkan : 
 
a. berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disertai dengan daftar 

hadir, dan bukti photocopy KTP seluruh anggota; 



 6

b. surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah  
Primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh 
juta rupiah);  

 
c. setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk deposito pada 

bank Syariah  yang disetorkan atas nama Menteri cq Ketua Koperasi yang 
bersangkutan yang dapat  dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah  atas dasar persetujuan pencairan oleh 
Menteri atau Pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan  pengesahan dan atau 
perubahan anggaran dasar koperasi; 

 
d. rencana kerja sekurang-kurangnya  1 (satu) tahun,  yang menjelaskan antara lain :  
 

1) rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis 
akad yang melandasinya; 

 
2) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur 

transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan 
akad Syariah  dan perhitungan bagi hasil/marjin masing-masing produk 
simpanan maupun pembiayaan, dan telah dimintakan fatwa/rekomendasi dari 
Dewan Syariah  yang bersangkutan; 

 
3) rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan 

wajib, modal penyertaan, hibah maupun cadangan; 
 

4) rencana modal pembiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan 
status akad dan manfaat serta keuntungan untuk pemilik dana dan koperasi; 

 
5) rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah 

dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah  yang bersangkutan; 
 

6) rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian 
tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana 
pembentukan dewan syariah, bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa 
Keuangan Syariah  yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.  

 
e. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan : 
 

1) surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang/ 
kerja di Lembaga keuangan Syariah; 

2) surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan 
bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana;  

3) surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus 
sampai dengan derajat kesatu.  

 
f. keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai 

karakteristik lembaga keuangan syariah, meliputi : 
  

1) blanko permohonan menjadi anggota; 
2) blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota; 
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3) buku daftar anggota; 
4) buku daftar simpanan  pokok dan simpanan wajib anggota; 
5) blanko Tabungan dan atau Simpanan Berjangka; 
6) blanko administrasi Pembiayaan/Tagihan (Piutang) yang diberikan; 
7) blanko administrasi hutang yang diterima; 
8) blanko administrasi modal sendiri; 
9) formulir akad Pembiayaan dan Piutang Jual Beli. 

 
g. Daftar Sarana Kerja yang memuat catatan daftar : 
 

1) kantor, meja dan kursi; 
2) komputer dan alat hitung; 
3) tempat menyimpan uang atau brankas; 
4) tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan. 

 
Pasal 5 

 
Pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur sesuai 
dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan 
ketentuan : 
 
a. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah  Primer 

dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan 
kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat 
kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri 
mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya; 

 
b. permohonan pengesahan akta pendirian  Koperasi Jasa Keuangan Syariah, baik 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer maupun Sekunder yang anggotanya 
berdomisili di  beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi,  diajukan 
kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang 
koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang 
membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi 
yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat 
keputusan pengesahan akta pendiriannya; 

 
c. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer 

dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau 
kota  diajukan kepada Instansi  yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten 
dan atau kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat 
keputusan pengesahan akta pendiriannya; 

 
d. jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah  dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat; 

 
e. bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian diharuskan membuat 

catatan dan atau data registrasi koperasi di wilayah masing-masing; 
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f. Pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ke 
dalam Buku Daftar Umum Koperasi; 

 
g. tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang dikeluarkan oleh 

instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi/DI yang membawahi koperasi, 
dikirimkan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI; 

 
h. pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c berlaku sebagai ijin 

usaha dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah  yang bersangkutan dapat melakukan 
kegiatan usaha pembiayaan. 

  
 

Bagian Kedua 
Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Unit Jasa Keuangan Syariah  

 
Pasal 6 

 
(1) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah  harus disetujui oleh rapat anggota 

koperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam anggaran dasarnya. 
 
(2) Pengurus koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan 

kegiatan  jasa keuangan syariah   didalam anggaran dasarnya, apabila akan 
melakukan kegiatan dibidang jasa keuangan syariah, wajib mengajukan 
permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya kepada Pejabat dengan 
mencantumkan usaha jasa keuangan syariah  di dalam anggaran dasarnya. 

 
(3) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah   dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta 
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi. 

 
Pasal 7 

 
Pengajuan permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah  harus disertai 
lampiran sebagai berikut : 
 
a. hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pembentukan Unit Jasa Keuangan 

Syariah  dan anggaran dasar yang telah mencantumkan Unit Jasa Keuangan 
Syariah  sebagai salah satu unit usaha koperasi yang bersangkutan; 

 
b. surat bukti penyetoran modal awal Unit Jasa Keuangan Syariah   dari Koperasi 

primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 
disetorkan atas nama  Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq 
Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Unit 
Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang bersangkutan atas dasar persetujuan 
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pencairan oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
atau Kepala Instansi Propinsi/DI atau Kepala Instansi Kabupaten/Kota yang 
membidangi   pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang 
dilaksanakan bersamaan dengan  pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar 
koperasi; 

 
c. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada butir b untuk dikelola dengan 

manajemen dan pembukuan secara tersendiri; 
 
d. rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 
 
e. administrasi dan pembukuan koperasi; 
 
f. nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas, Ahli Syariah atau Dewan Syariah dan 

calon Pengelola; 
 
g. daftar sarana kerja; 
 
h. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola/Manajer/Direksi; 
 
i. Keterangan mengenai rencana kerja, administrasi dan pembukuan, nama dan 

riwayat hidup personil dalam organisasi Unit Jasa Keuangan Syariah, serta daftar 
sarana kerja Unit Jasa Keuangan Syariah, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, e, 
f, dan g. 

. 
Pasal 8 

 
(1) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi 

yang membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah dan Pejabat yang berwenang 
memberikan pengesahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

 
(2) Pengesahan terhadap permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar 

koperasi dikeluarkan oleh Pejabat paling lambat 1 (satu) bulan  terhitung sejak 
diterimanya permohonan perubahan anggaran dasar secara lengkap.  

 
(3) Persetujuan perubahan aggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

berlaku sebagai ijin usaha dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan 
dapat melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah. 

 
Pasal 9 

 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah  yang semula melakukan 
kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh ijin perubahan kegiatan 
usaha menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, dilarang 
untuk melakukan perubahan kegiatan usaha syariahnya menjadi kegiatan usaha secara 
konvensional (sistem bunga) kembali. 
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BAB IV 
PERSYARATAN PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR   

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH  
 

Pasal 10 
 
(1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pembiayaan, Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah   melalui koperasinya 
dapat mendirikan jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang 
Pembantu dan kantor Kas.  

 
(2) Pembukaan jaringan pelayanan dapat dilaksanakan jika Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik 
atas Organisasi, Kelangsungan Usaha dan aspek Finansial, Managemen serta 
telah memiliki anggota yang dilayani  sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang 
pada lokasi dimana Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Kas 
tersebut akan dibuka. 

 
(3) Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa 

Keuangan Syariah   dapat dilakukan paling   cepat   2 (dua) tahun setelah Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah berbadan hukum atau Unit Jasa Keuangan Syariah  
disahkan perubahan anggaran dasarnya, setelah mendapatkan rekomendasi dari 
Pejabat Instansi yang membawahi bidang Koperasi, dimana Kantor Cabang 
tersebut akan dibuka.   

 
(4) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas dilaporkan  oleh Pengurus 

Koperasi kepada Pejabat di tempat koperasinya berdomisili dengan tembusan 
kepada instansi yang membawahi bidang koperasi pada kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Kas koperasi tersebut didirikan. 

 
Pasal 11 

 
Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang diajukan oleh Pengurus Koperasi 
yang bersangkutan, dengan melampirkan : 
 
a. alamat kantor cabang yang akan dibuka; 
b. surat bukti setoran modal kerja yang disediakan untuk Kantor Cabang; 
c. daftar sarana kerja; 
d. nama dan riwayat hidup calon Pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor 

Cabang;  
e. data anggota yang dipersyaratkan disertai dengan bukti KTP yang telah dilegalisir 

oleh Kantor Lurah setempat; 
f. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) 

tahun terakhir; 
g. Rencana Kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya setahun; 
h. nama Dewan Pengawas Syariah. 
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Pasal 12 
 
(1) Kantor Cabang yang telah memperoleh persetujuan, harus sudah melaksanakan 

kegiatan usaha jasa keuangan syariah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 
persetujuan diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum melaksanakan 
kegiatan usaha jasa keuangan syariah, maka surat persetujuan tersebut secara 
otomatis tidak berlaku 

 
(2) Kantor cabang  yang sudah melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah, 

namun belum terdaftar akan ditutup oleh Pejabat yang mengesahkan akta pendirian 
dan perubahan anggaran dasar koperasi, setelah terlebih dahulu diberikan 
peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali. 

 
Pasal 13 

 
Pembukaan  Kantor  Cabang  Pembantu  dan  Kantor  Kas  yang tidak dilaporkan dalam 
waktu 1 (satu) bulan akan ditutup oleh Pejabat yang berwenang 
 

 
BAB V 

PENGELOLAAN  
 

Bagian Pertama 
Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

 
Pasal 14 

 
(1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang   

bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 
 
(2) Dalam hal pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengangkat  tenaga 

pengelola, maka tugas pengelolaan teknis Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas 
perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.   

 
(3) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2), pengawas bisa diangkat atau tidak 

perlu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan keputusan Rapat Anggota Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan. 

 
(4) Apabila Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak mengangkat pengawas, maka tugas 

pengawasan dilakukan oleh pengurus. 
 
(5) Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus bekerja purna waktu. 
 
(6) Apabila pengurus mengangkat tenaga pengelola maka pengurus atau anggota 

pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola. 
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Pasal 15 
 
(1) Dalam hal pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) adalah perorangan   

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
 

a. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum 
karena terbukti melakukan tindak pidana; 

 
b. memiliki akhlak dan moral yang baik; 

 
c. mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan 

keuangan Syariah atau magang  di lembaga keuangan syariah. 
 
(2) Dalam hal  pengelola lebih dari satu orang,  harus   memenuhi  persyaratan sebagai 

berikut : 
 

a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib 
mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan 
dibidang keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah; 

 
b. diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat 

kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping. 
 
(3) Apabila pengelola adalah badan usaha, harus memenuhi persyaratan minimal 

sebagai berikut : 
 

a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai; 
 
b. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik. 

 
 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah  

 
Pasal 16 

 
(1) Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya 

dalam koperasi yang bersangkutan. 
 
(2) Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari 

pengurusnya sebagai pengelola. 
 
(3) Apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola Unit Jasa Keuangan 

Syariah, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan 
kegiatan pada unit usaha lainnya. 

 
(4) Apabila pengurus telah mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola, maka 

pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola. 
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Pasal 17 
 
(1) Apabila pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) adalah 

perorangan,  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
 

a. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum 
karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan; 

 
b. memiliki ahlak dan moral yang baik; 

 
c. mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan 

keuangan Syariah atau magang  di lembaga keuangan syariah. 
 
(2) Apabila pengelola lebih dari satu orang,  harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 
 

a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib 
mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan 
dibidang keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah; 

 
b. diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat 

kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping. 
 
(3) Apabila pengelola tersebut adalah Badan Usaha, harus memenuhi persyaratan 

minimal sebagai berikut : 
 

a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai; 
 
b. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik. 

 
c. memiliki pengalaman mengelola lembaga keuangan syariah. 

 
 

Bagian Ketiga 
Penyelenggaraan Unit Jasa Keuangan Syariah oleh KSP/USP Koperasi 

 
Pasal 18 

 
(1) Koperasi simpan pinjam dapat menjalankan usaha jasa keuangan  syariah dengan 

cara membuka unit atau divisi layanan syariah. 
 
(2) Unit atau divisi layanan syariah merupakan unit pada koperasi yang dilakukan 

sesuai dengan keputusan ini. 
 
(3) Apabila suatu USP Koperasi bermaksud menyelenggarakan jasa keuangan 

syariah, maka USP yang bersangkutan wajib menutup kegiatannya dan 
membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah setelah terlebih dahulu memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan ini. 
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(4) Apabila USP ingin menyelenggarakan kegiatan dua sistem, maka USP yang 
bersangkutan harus memisahkan diri dari kegiatan koperasi yang menjadi induknya 
dan membentuk koperasi baru dan memiliki badan hukum yang terpisah dari 
koperasi sebelumnya, setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5. 

 
 

Bagian Keempat 
Penggunaan Nama 

 
Pasal 19 

 
Koperasi yang melaksanakan jasa keuangan pola syariah dan telah mendapatkan 
pengesahan akta pendirian atau  pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib 
menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa keuangan Syariah 
pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.  
 

 
BAB VI 

PEMBAGIAN SHU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH  

 
Pasal 20 

 
(1) Pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah  harus diputuskan oleh Rapat Anggota.  
 
(2) Pembagian SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  setelah dikurangi dana 

cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :  
 

a. dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana 
yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi; 

 
b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi 

pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi; 
 

c. insentif bagi pengelola dan karyawan; 
 

d. keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi; 
 

e. pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen 
kewajiban (potongan) zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas 
perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan. 
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(3) Pendapatan Unit Jasa Keuangan Syariah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan 
kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut : 

 
a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi; 
 
b. pemupukan modal Unit Jasa Keuangan Syariah; 
c. membiayai  kegiatan  lain yang menunjang Unit Jasa Keuangan Syariah , 

sebagai berikut : 
 

1) bagian untuk koperasinya; 
2) anggota yang bertransaksi; 
3) zakat. 

 
 

BAB VII 
PERMODALAN 

 
Pasal 21 

 
(1) Setiap pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa 

Keuangan Syariah  wajib menyediakan modal untuk membiayai investasi dan modal 
kerja.  

 
(2) Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah   dan 

pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah   disebut modal disetor. Besarnya modal  
ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut : 

 
a. Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi Primer; 
 

b. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi Sekunder.  

 
(3) Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat 

berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal 
penyertaan dan simpanan pokok khusus.  

 
(4) Modal disetor pada Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi berupa modal tetap yang 

dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan. 
 
(5) Modal disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa 

Keuangan Syariah  tidak boleh berkurang jumlahnya. 
 
(6) Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi yang 

belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor  tidak dapat disahkan oleh 
Pejabat. 
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BAB VIII 
PRODUK DAN LAYANAN 

 
Bagian Pertama 

Tabungan dan Simpanan 
 

Pasal 22 
 

(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  dapat menghimpun 
dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam 
bentuk tabungan dan simpanan berjangka. 

 
(2) Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak 

menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan 
manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang 
berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia.  

 
(3) Perhitungan bagi hasil untuk Tabungan dan Simpanan Berjangka sesuai pola bagi 

hasil (syariah) dilakukan dengan Sistem Distribusi Pendapatan. 
 
(4) Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata 

perklasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan 
dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing masing produk 
tabungan / simpanan berjangka. yang  dibagikan,  sebagaimana  contoh  
perhitungan  pada lampiran 1 Keputusan ini. 

 
 

Bagian Kedua 
Pembiayaan 

 
Pasal 23 

 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  menyediakan 

layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut : 
 

a. Pembiayaan Mudharabah; 
b. Pembiayaan Musyarakah; 
c. Piutang Murabahah;  
d. Piutang salam;  
e. Piutang istisna;  
f. Piutang ijarah;  
g. Qardh.  

 
(2) Persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan sebagaimana contoh pada 
lampiran 2 Keputusan ini. 

 
(3) Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan sepanjang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas 
serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia. 



 17

Bagian Ketiga 
Kegiatan Maal Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  

 
Pasal 24 

 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  selain menjalankan 
kegiatan pembiayaan atau tamwil, dapat menjalankan kegiatan 'maal', dan atau kegiatan 
pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS), termasuk wakaf. 
 
 

Bagian Keempat 
 Prinsip Kerahasiaan 

 
Pasal 25 

 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang 

menyelenggarakan kegiatan maal harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung 
jawab khusus bidang maal. 

 
(2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang menjalankan 

kegiatan maal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan 
kegiatan maal-nya dengan kegiatan pembiayaan 'tamwil'nya. 

 
(3) Kegiatan bidang maal harus mengacu  pada peraturan dan perundang-undangan 

pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS). 
 
(4) Dalam hal terjadi kesulitan pengelolaan baik karena aspek teknis maupun aspek 

legal, maka kegiatan maal harus dipisahkan dari kegiatan Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah , dan dikelola melalui lembaga di luar Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah. 

 
Pasal 26 

 
(1) Untuk menjaga kerahasiaan data keuangan anggota, maka pengelola (Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) wajib merahasiakan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan Tabungan, Simpanan Berjangka masing-masing 
penyimpan serta Pembiayaan/Piutang yang diberikan kepada pihak ketiga dan 
kepada anggota secara individu, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk 
kepentingan proses peradilan dan perpajakan.  

 
(2) Apabila ada permintaan untuk mendapatkan informasi mengenai simpanan 

berjangka dan tabungan, misalnya yang diajukan oleh Pimpinan Instansi yang 
menangani proses peradilan atau perpajakan, maka permintaan tersebut diajukan 
kepada Pejabat Instansi yang membidangi Koperasi dan Usaha  Kecil  dan 
Menengah yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan 
anggaran dasar koperasi. 
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BAB IX 
PENGENDALIAN RESIKO 

 
Pasal 27 

 
(1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  Syariah 

wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayan yang sehat, dan menerapkan 
prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

 
(2) Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan  anggota/calon anggota yang dibiayai 

untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib 
mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari 
anggota/ calon anggota.  

 
Pasal 28 

 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  dapat menetapkan 

agunan sebagai jaminan pembiayaan dengan catatan terlebih dahulu telah diketahui 
kelayakan kemampuan anggota/calon anggota dalam mengembalikan kewajibannya   
sesuai dengan rencana pemanfaatan yang disepakati. 

 
(2) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa barang atau hak tagih 

dari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang bersangkutan atau pernyataan 
kesanggupan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajibannya.  

 
(3) Agunan berupa barang bisa diatur dengan ketentuan barang tersebut secara fisik 

tetap berada pada anggota/calon anggota. 
 
 

BAB X 
KELEBIHAN DANA 

 
Pasal 29 

 
Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah melaksanakan kegiatan 
pemberian pembiayaan dan atau piutang jual beli, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah  
dan Unit Jasa Keuangan Syariah  wajib menempatkan kelebihan dana tersebut dalam 
bentuk : 
 
a. Giro, deposito, dan tabungan pada Bank Syariah, atau Bank/Lembaga Keuangan 

lainnya jika Bank Syariah  setempat tidak ada; 
 
b. Tabungan dan atau simpanan berjangka pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

lainnya; 
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c. Jika penempatan dilakukan pada lembaga keuangan non-syariah, maka  
pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyimpanan tersebut harus dibukukan 
secara terpisah sebagai pendapatan non bagi hasil ( Non syariah ) pada rekening 
pasiva  dan penggunaan dana non-bagi hasil tersebut   diputuskan oleh Rapat 
Anggota  setelah mendapat persetujuan dewan pengawas syariah,  atau diatur 
dalam anggaran dasar koperasi; 

 
d. Investasi diluar huruf a dan b dapat dilakukan sepanjang tidak menyimpang dari 

prinsip Syariah dan telah mendapat persetujuan dari rapat anggota jika investasi 
tersebut menanggung resiko yang cukup tinggi. 

 
 

BAB XI 
PEMBINAAN  

 
Pasal 30 

 
Kewajiban Pembinaan Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan 
Syariah  dilakukan oleh : 
 
a. Pemerintah; 
b. Dewan Pengawas Syariah. 

 
Pasal 31 

 
Pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang perkoperasian melaksanakan 
pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah  
Koperasi sebagai berikut : 
 
a. Memantau perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah  Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi yang 
bersangkutan; 

 
b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi 

maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota sesuai 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit 
Jasa Keuangan Syariah ; 

 
c. Melakukan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah  sesuai standar  kesehatan Pola bagi Hasil (Syariah). 
 

Pasal 32 
 
Dewan Pengurus Syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah  berdasarkan prinsip-
prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat. 
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BAB XII 
LAPORAN KEUANGAN 

 
Bagian Pertama 

Kewajiban Laporan Keuangan 
 

Pasal  33 
 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi 

melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala 
kepada Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan 
perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. 

 
(2) Laporan keuangan berkala  terdiri dari : 
 

a. Laporan Triwulan; 
b. Laporan Tahunan. 

 
(3) Laporan triwulanan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak bulan 

terakhir pada periode yang bersangkutan. 
 
(4) Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak periode 

tahunan itu berakhir, dengan ketentuan bagi  Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit 
Jasa Keuangan Syariah  yang telah wajib audit, maka laporan yang disampaikan 
adalah laporan hasil audit eksternal. 

 
(5) Laporan Tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan 

Syariah  Koperasi terdiri dari Neraca sebagaimana contoh Ilustrasi Neraca pada 
lampiran 3 dan 4, Perhitungan Hasil Usaha sebagaimana contoh pada lampiran 5, 
Laporan Arus Kas sebagaimana contoh pada lampiran 6 dan 7. 

 
(6) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah  yang 

menjalankan kegiatan maal, wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana 
Zakat, Infaq, Sadaqah, serta wakaf (ZISWAF), melengkapi laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada  ayat 5. 

 
(7) Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan  berdasarkan prinsip akuntansi Syariah 
yang berlaku umum. 

 
 

Bagian Kedua 
Bentuk dan Penyajian Laporan Keuangan 

 
Pasal 34 

 
(1) Laporan keuangan tahunan disajikan dengan membandingkan keadaan keuangan 

antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif dalam 2 (dua) 
tahun buku terakhir, kecuali bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa 
Keuangan Syariah  yang belum memiliki  laporan periode sebelumnya. 
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(2) Penyajian pos Aktiva dan Kewajiban dalam Neraca Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi disusun menurut tingkat 
likuiditas dan jatuh temponya, sebagaimana contoh Ilustrasi Neraca pada lampiran 3 
dan 4 Keputusan ini. 

 
(3) Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah  Koperasi menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal 
dari kegiatan utama Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan 
Syariah, dan kegiatan lainnya, sebagaimana contoh Perhitungan Hasil Usaha pada 
lampiran 5 Keputusan ini. 

 
(4) Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang memuat kebijakan 

akuntansi, yaitu kebijakan-kebijakan dibidang akuntansi dalam rangka penyusunan 
laporan keuangan yang menetapkan hal-hal sebagai berikut : 

 
a. kebijakan pemberian pembiayaan dan piutang penjualan; 
b. klasifikasi atas pembiayaan dan piutang penjualan; 
c. kebijakan penyisihan, taksiran pembiayaan dan piutang penjualan yang tidak 

dapat ditagih;. 
d. harga perolehan aktiva tetap termasuk kebijakan penyusutan; 
e. kebijakan biaya termasuk kapitalisasi; 
f. kebijakan cadangan sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 dan cadangan tujuan khusus yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. 
 
(5) Laporan disampaikan kepada Pejabat yang memberikan pengesahan akta pendirian 

dan perubahan anggaran dasar koperasi di tempat kedudukan koperasi yang 
bersangkutan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4). 

 
 

Bagian Ketiga 
Audit 

 
Pasal 35 

 
(1) Audit wajib dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan 

Syariah  yang telah mempunyai jumlah volume pembiayaan dan piutang dalam 1 
(satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 
(2) Audit harus dilakukan oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit. 
 
(3) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang belum wajib 

audit menurut ketentuan ayat (1), melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang 
dilakukan oleh audit internal, atau pengawas, dan atau petugas khusus yang telah 
ditetapkan sesuai kebijakan koperasi yang bersangkutan. 

 
(4) Hasil audit disampaikan dalam Rapat Anggota.  
 
(5) Selain disampaikan dalam Rapat Anggota, hasil audit diumumkan kepada anggota 

dan atau umum melalui papan pengumuman pada kantor koperasi yang 
bersangkutan atau mass media. 
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Bagian Keempat 
Penilaian Kesehatan 

 
Pasal 36 

 
(1) Penilaian kesehatan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa  

Keuangan Syariah  dilakukan oleh petugas penilai kesehatan Koperasi  Keuangan 
Syariah  dan Uinit Jasa Keuangan Syariah  yang memenuhi syarat dari Kantor  
Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah baik di tingkat Pusat, Provinsi/DI, dan 
Kabupaten/Kota. 

 
(2) Untuk menjadi Pejabat penilai kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit 

jasa  Keuangan Syariah  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
 

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); 
b. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana Muda atau yang sederajat; 
c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (teori dan praktek) tentang lembaga 

keuangah syariah, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

 
Pasal 37 

 
(1) Penetapan  Pejabat  Penilai  Kesehatan  Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit 

Jasa Keuangan Syariah  diatur sebagai berikut : 
 

a. Pejabat Penilai Kesehatan pada tingkat Pusat ditetapkan oleh Pejabat eselon I, 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggung-
jawab terhadap pengawasan kegiatan simpan-pinjam; 

 
b. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa 

Keuangan Syariah  pada tingkat propinsi/DI ditetapkan oleh Kepala Instansi 
yang membidangi Koperasi tingkat propinsi/DI; 

 
c. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa 

Keuangan Syariah  pada tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala  
Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota setempat.   

 
(2) Petunjuk pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan 

Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil  dan Menengah. 

 
 

BAB XIII 
SANKSI 

 
Pasal 38 

 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi yang 

terlambat dan atau tidak menyampaikan laporan keuangan  berkala triwulanan 
kepada Pejabat koperasi, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) dikenakan 
sanksi sebagai berikut : 
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a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang terlambat 
menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari  jadwal 
yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis; 

 
b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang terlambat 

menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari jadwal 
yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis 
kedua; 

 
c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang terlambat 

3 (tiga) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun buku, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat; 

 
d. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang terlambat 

4 (empat) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun buku dikenakan sanksi penilaian tidak sehat; 

 
e. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang sama 

sekali tidak memberikan laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triwulan, 
hingga akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi penilaian  tidak sehat. 

 
(2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi yang 

terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan  tahunan kepada Pejabat 
koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), dikenakan sanksi 
administrasi sebagai berikut : 

 
a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang terlambat 

menyampaikan laporan tahunan lebih dari 5 bulan sejak tutup buku dikenakan 
peringatan tertulis; 

 
b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang tidak 

menyampaikan laporan tahunan, lebih  dari 1 (satu ) tahun, dikenakan sanksi 
penilaian tidak sehat; 

 
c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  yang tidak 

menyampaikan laporan tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan 
sanksi pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau pembatalan 
pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memiliki Unit Jasa 
Keuangan Syariah. 

 
Pasal 39 

 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi yang telah 
mempunyai volume pembiayaan dan piutang dalam 1 (satu) tahun paling sedikit             
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  tetapi belum diaudit oleh Akuntan Publik atau 
Koperasi Jasa Audit dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan tingkat kesehatan. 
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Pasal 40 
 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah  Koperasi yang 

tidak memberikan kesempatan kepada Pejabat pemeriksa untuk memeriksa buku 
dan berkas berkas yang ada padanya serta tidak memberikan bantuan yang 
diperlukan oleh pemeriksa dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala 
keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah , dikenakan sanksi berupa 
penghentian sementara ijin kegiatan usahanya.  

 
(2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan pembiayaan pola bagi hasil (Syariah) tanpa 

ijin, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan 
usahanya sampai dengan proses pengesahan izin usahanya dipenuhi. 

 
Pasal 41 

 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah  yang akta pendiriannya telah disahkan oleh 

Pejabat yang berwenang, apabila  dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 
pengesahan belum melaksanakan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi  berupa 
pembubaran koperasi. 

 
(2) Unit Jasa Keuangan Syariah  yang perubahan anggaran dasar koperasi telah 

disahkan oleh Pejabat yang berwenang, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun belum 
melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi pembatalan pengesahan perubahan 
anggaran dasar Koperasi. 

 
Pasal 42 

 
Pejabat berwenang membubarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau koperasi yang 
mempunyai Unit Jasa Keuangan Syariah jika Koperasi yang bersangkutan, berdasarkan 
penilaian Dewan Pengawas Syariah telah terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. 
 

 Pasal 43 
 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang dikenakan 

sanksi sebagaimana dimaksud  Pasal 38,  39, 40, dan 41,  dapat diumumkan oleh 
Pejabat secara terbuka dalam surat kabar harian atau mingguan. 

 
(2) Pejabat wajib mencatat nama-nama Pengurus dan Manajer Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah dikenakan sanksi 
sebagaimana dimaksud Pasal 38,   39,   40, dan   41,  dalam daftar khusus yang 
disediakan untuk keperluan tersebut. 
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BAB XIV 
PEMBUBARAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH /  

UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH 
 

Bagian Pertama 
Pembubaran Oleh Anggota 

 
Pasal  44 

 
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah  dapat dibubarkan oleh anggota berdasarkan 

Keputusan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

 
(2) Pembubaran  Koperasi  Syariah  oleh  anggota,  dilaksanakan  melalui tata cara 

sebagai berikut :  
 

a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan Rapat Anggota 
pembubaran koperasi yang antara lain menetapkan kuasa Rapat Anggota dan 
membentuk Tim Penyelesaian yang bertanggungjawab kepada kuasa Rapat 
Anggota; 

 
b. Kuasa Rapat Anggota memberitahukan keputusan pembubaran koperasi 

tersebut secara tertulis kepada semua kreditor dan Instansi yang membidangi 
Pembinaan Koperasi; 

 
c. Kreditor dan Pemerintah berhak mengajukan keberatan terhadap rencana 

pembubaran koperasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 
diterimanya pemberitahuan dari kuasa Rapat Anggota dan selama 
pemberitahuan pembubaran koperasi tersebut belum diterima oleh pemerintah 
dan kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku;  

 
d. Kuasa Rapat Anggota mengeluarkan keputusan tentang diterima atau 

ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran, paling lambat 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan dari Pemerintah dan atau 
kreditor; 

 
e. Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk 

menyelesaikan seluruh permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak 
dan kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah; 

 
f. Kuasa Rapat Anggota menyampaikan hasil penyelesaian  pembubaran kepada 

Instansi yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi yang 
bersangkutan; 
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g. Instansi sebagaimana dimaksud pada huruf f menyampaikan keputusan Rapat 
Anggota pembubaran koperasi dan laporan penyelesaian pembubaran 
koperasi didaerahnya kepada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian 
Koperasi dan Usaha  Kecil  dan Menengah; 

 
h. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha  Kecil  dan 

Menengah mengumumkan pembubaran Koperasi yang bersangkutan melalui 
Berita Negara. 

 
Pasal 45 

 
(1) Pembubaran Unit Jasa Keuangan Syariah, oleh anggota dilaksanakan melalui tata 

cara sebagai berikut : 
 

a. rapat pleno pengurus membuat keputusan tentang pembubaran Unit Jasa 
Keuangan Syariah  dan membentuk tim penyelesai; 

 
b. tim penyelesai diberi wewenang untuk menyelesaikan hak dan kewajiban Unit 

Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan; 
 

c. keputusan pembubaran disampaikan kepada Kepala Instansi yang membidangi 
koperasi di tempat kedudukan koperasi; 

 
d. tim penyelesai atas nama pengurus koperasi berkewajiban untuk 

melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Unit Jasa Keuangan 
Syariah. 

 
e. hasil penyelesaian dilaporkan oleh Tim Penyelesai kepada Pengurus Koperasi 

yang bersangkutan; 
 

f. koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang 
menetapkan penghapusan Unit Jasa Keuangan Syariah dari salah satu bidang 
usaha koperasi yang bersangkutan; 

 
g. pengurus koperasi yang bersangkutan mengajukan pengesahan perubahan 

Anggaran Dasar koperasi kepada Pejabat; 
 

h. Pejabat mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang Unit Jasa 
Keuangan Syariah-nya telah ditutup. 

 
(2) Apabila dalam proses pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa 

Keuangan Syariah  oleh anggota terdapat perselisihan, maka penyelesaian dapat 
diajukan kepada BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). 
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Bagian Kedua 
Pembubaran Oleh Pemerintah 

 
Pasal 46 

 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dibubarkan oleh pemerintah sesuai dengan tata 
cara pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah dan petunjuk 
pelaksanaannya. 

 
Pasal 47 

 
Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Jasa Keuangan  Syariah 
atau Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut : 
 
a. gaji pegawai yang terutang; 
 
b. biaya perkara di Pengadilan; 
 
c. biaya lelang; 
 
d. pajak Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah; 
 
e. biaya kantor, seperti listrik, air telepon, sewa dan pemeliharaan gedung; 
 
f. penyimpanan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara 

berimbang untuk setiap penyimpan/penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh 
Tim Penyelesai berdasarkan persetujuan Menteri; 

 
g. kreditur lainnya. 
 

Pasal 48 
 
(1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesai dibebankan pada harta kekayaan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah yang 
bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau setiap hasil 
pencairan harta tersebut. 

 
(2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian 

disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran. 
 
(3) Honor Tim Penyelesai ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam 

jumlah yang tetap dan berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta 
kekayaan. 
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Pasal 49 
 

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah, maka : 
 
a. dalam hal Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sisa harta tersebut dibagikan kepada 

anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 
 
b. dalam hal Unit Jasa Keuangan Syariah, sisa harta tersebut diserahkan kepada 

Koperasi yang bersangkutan. 
 
 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 50 

 
(1) KSP/USP-Koperasi yang ingin mengubah atau  mengkonversikan kegiatan 

usahanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah  
dapat menjalankan usaha dengan ketentuan : 

 
a. KSP/Koperasi yang memiliki Unit Pembiayaan melakukan perubahan Anggaran 

Dasar yang mencantumkan perubahan pembiayaan konvensional menjadi 
kegiatan usaha pembiayaan pola syariah; 

 
b. Melakukan konversi data keuangan sistem lama menjadi sistem Syariah 

disertai permohonan ijin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah;  
 

c. Mengajukan pengesahan perubahan anggaran dasar dan perubahan 
operasionalnya menjadi sistem syariah, dengan menyertakan dokumen : 

 
1) Berita acara persetujuan anggota untuk menjalankan kegiatan usaha jasa 

keuangan syariah;   
 

2) Alasan-alasan perubahan/konversi;  
 

3) Laporan posisi, dan kondisi saat konversi, sehingga jelas duduk 
persoalannya;   

 
4) Bukti-bukti keuangan yang menunjukan hak dan kewajiban bagi KSP/USP-

Koperasi yang bersangkutan. 
 
(2) Koperasi yang telah menyelenggarakan kegiatan Pembiayaan Pola Syariah, 

diberikan kesempatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya 
keputusan ini, untuk menyesuaikan dan mengikuti segala peraturan yang berlaku 
dalam keputusan ini.  
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BAB XVI 
P E N U T U P 

 
Pasal 51 

 
Keputusan ini  berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal :                            

   
Menteri Negara 

 

ALIMARWAN HANAN 
 

 
Draft :     
1. Asdep 3.2 : ........... / ............ 
2. Deputi 3 : ........... / ............ 
3. Asdep 1.2 : ........... / ............ 
4. Deputi 1 : ........... / ............ 
5. Ses Meneg  : ........... / ............ 
 


